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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti 

menyatakan bahwa Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 

tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terhadap Mahasiswa Indonesia 

Bagian Timur di Kota Bandung dapat disimpulkan kurang berhasil. 

Hal ini dikarenakan kebijakan ini masih terdapat kekurangan yaitu pada isi 

kebijakannya yang kurang memberikan tambahan jenis bentuk tindakan 

diskriminasi ras dan etnis, serta UU No. 40 Tahun 2008 ini masih bertumpangan 

dengan kebijakan KUHP dan UU ITE. Selain itu, dukungan dari implementor 

kebijakan masih tergolong minim, khususnya dari lembaga pemerintah HAM untuk 

Kota Bandung yang dipertanggungjawabkan kepada Divisi HAM Kanwil 

Kemenkumham Jawa Barat.  

Elemen yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini pun 

masih mendominasi, sehingga elemen pendukung implementasi kebijakan menjadi 

kurang efektif. Kurang berhasilnya implementasi kebijakan ini juga disebabkan 

oleh lembaga pelaksana kebijakan yang tersedia kurang mempunyai otoritas yang 

jelas secara hukum. 
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6.2 Saran 

Dari kurang berhasilnya Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 

tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terhadap Mahasiswa 

Indonesia Bagian Timur di Kota Bandung, maka peneliti memberikan saran atau 

rekomendasi berikut: 

1. Pemerintah menambahkan bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis 

Kebijakan tindakan diskriminasi ras dan etnis yang disesuaikan dengan 

macam bentuk tindakan yang dialami oleh masyarakat. Diantaranya adalah 

Tindakan diskriminasi ras dan etnis lewat media sosial, merendahkan atau 

menghilangkan martabat manusia, dan bentuk tindakan 

perundungan/pembullyan. Penambahan bentuk tindakan diskriminasi ras 

dan etnis tersebut perlu dilakukan agar kebijakan ini dapat digunakan 

sebagai dasar hukum utama dalam hal diskriminasi ras dan etnis tanpa ada 

pertumpangan pasal dengan kebijakan lain. 

2. Kemenkumham RI perlu memberikan otoritas hukum secara jelas kepada 

lembaga pelaksana kebijakan HAM di berbagai wilayah dengan memberi 

tugas dan wewenang dalam penghapusan tindakan diskriminasi ras dan etnis 

kepada setiap Kantow Wilayah Kemenkumham di seluruh Provinsi di 

Indonesia. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses pelayanan 

hukum tentang diskriminasi ras dan etnis di berbagai daerah di Indonesia. 

3. Pemerintah perlu memperhatikan pihak organisasi atau komunitas yang 

mendukung pencegahan tindakan diskriminasi ras dan etnis. Organisasi atau 

komunitas ini perlu juga diberikan sumber daya, seperti sumber daya berupa 
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konsultasi secara hukum dengan pihak pemerintah, ataupun memberikan 

ruang atau fasilitas untuk berdiskusi tentang tindakan-tindakan diskriminasi 

ras dan etnis.  

4. Pemerintah perlu untuk membentuk suatu program edukatif untuk 

mengenalkan anti rasisme kepada masyarakat dengan tujuan 

mengembangkan pengetahuan akan kebijakan penghapusan diskriminasi 

ras dan etnis. Program edukatif anti rasisme ini dapat dilakukan dengan 

memberikan edukasi kepada setiap sekolah baik dari tingkat SD, SMP, 

SMA, hingga Perguruan Tinggi. Selain itu, dapat juga membuat program 

edukatif lewat media televisi, radio, maupun media sosial. Hal ini dilakukan 

agar pelaksanaan program edukasi anti rasisme ini dapat diakses oleh 

kalangan apapun. 
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